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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa, karena atas izin dan perkenan-Nya BAPENDA Kabupaten Muna dapat
menyelesaikan dan menyajikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun
2021 -2026.

Tujuan penyusunan Renstra adalah sinkronisasi tujuan, sasaran, program
dan kegiatan BAPENDA dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJIMD)
Kabupaten Muna, menyediakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
BAPENDA Kabupaten Muna dalam kurun waktu tahun 2021 - 2026 dan
meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BAPENDA Kabupaten Muna.

Renstra PD dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar
pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap
fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Muna
khususnya di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah, namun tetap
diletakkan pada jangka panjang dan mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Muna, sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan
pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Muna untuk lima tahun mendatang
dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Muna terpilih.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dalam
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 diucapkan terima kasih.

Akhir kata semoga Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna
Tahun 2021-2026 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan bagi Badan
Pendapatan Daerah serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Raha, MNopember 2022

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Muna

Drs. EDI RIDWAN, M. Si.
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Nip . 19641231 199902 1 001
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini mengatur mengenai lingkup
hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang
meliputi ; pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi,
pengelolaan transfer ke daerah, pengelolaan belanja daerah, pemberian
kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah, dll.

Untuk mewujudkan kemandirian Pemerintah Daerah dalam pendanaan
pelaksanaan pembangunan perlu upaya mengoptimalkan sumber-sumber
pendapatan asli daerahnya seperti pajak daerah, retribusi daerah hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah.

Badan Pendapatan Daerah selaku koordinator dalam pengelolaan
pendapatan daerah memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk
melakukan upaya-upaya dalam rangka pengamanan pencapaian target
pendapatan daerah. Dan untuk mendukung tercapainya target pendapatan yang
akan digunakan untuk membiayai pembangunan maka diperlukan adanya
perencanaan strategis beserta tahapan-tahapan yang ingin dicapai.

Perencanaan Strategis merupakan suatu sistem yang dikembangkan
dengan memperhatikan karakteristik spesifik organisasi. Perencanaan strategis
dijadikan instrumen yang akan membantu pimpinan organisasi dalam mengelola
dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan
organisasi.

Demikian pentingnya peranan Perencanaan Strategis bagi organisasi

sehingga perlu dirumuskan secara formal untuk dapat diketahui oleh seluruh



1.2

komponen organisasi serta untuk bahan pertanggungjawaban kepada
masyarakat luas. Unsur-unsur yang terdapat pada suatu rumusan

Perencanaan Strategis adalah (1) memuat keputusan untuk waktu yang
akan datang (2) merupakan proses (3) sebagai filosofi organisasi dan (4) terdiri
dari bagian-bagian yang terstruktur dengan baik.

Dengan demikian dokumen perencanaan untuk rencana pembangunan
jangka menengah daerah disesuaikan dengan Visi, Misi dan Program Bupati
Terpilih. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan
pertahun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berisikan arah
kebijakan keuangan daerah dan kerangka ekonomi makro daerah,

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna terbentuk sejak
ditetapkannya Peraturan Bupati Muna Nomor 41 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muna
Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Muna.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Muna menetapkan Rencana Strategis yang akan dijadikan pedoman
dan dasar pelaksanaan Program dan Kegiatan terkait dengan penggalian dan
pengembangan sumber-sumber Pendapatan Daerah. Seluruh kegiatan vyang
dilaksanakan dikategorikan ke dalam beberapa program yang pada akhimya
akan menunjang pencapaian kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi
serta bersinergi dan mengarah pada satu visi dan misi Kab. Muna, yaitu

“MUNA YANG KUAT, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERMARTABAT"

Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Muna Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Bupati Muna Nomor 41 Tahun 2016 tentang

Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Pendapatan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Muna Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Muna;

Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud

1.

Maksud disusunnya RENSTRA Bapenda Kab. Muna 2021-2026 :
Sebagai dokumen perencanaan vyang dijadikan pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
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2. Menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada
lingkungan Bapenda secara konsekwen dan konsisten menyelenggarakan
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi;

3. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan
pedoman oleh Bapenda dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;

4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran
selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2021-2026;

5. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar bidang
yang ada di Bapenda;

6. Sebagai satu pedoman yang mencerminkan arah, langkah dan kegiatan yang
akan  dilakukan Bapenda Kabupaten Muna dalam  upaya mencapai
tujuan organisasi.

1.3.2 Tujuan
Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Bapenda Kab. Muna 2021-2026 :

1. Menjadikan RENSTRA sebagai suatu perangkat manajerial dalam
manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam
lingkup BAPENDA Kabupaten Muna;

2. Sebagai instrumen pertanggung jawaban pelaksanaan tugas BAPENDA
Kabupaten Muna selama 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus sebagai wujud
akuntabilitas publik Bapenda sebagai salah satu institusi pemerintah di
Kabupaten Muna;

3. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup
BAPENDA Kabupaten Muna dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA)

Bapenda Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan
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GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kab. Muna

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Tugas

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna mempunyai tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Bidang Keuangan sub urusan pendapatan daerah yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan /
didelegasikan kepada Daerah (Pasal 6 Peraturan Bupati Muna Nomor 33
Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Muna).

Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6 Peraturan Bupati Muna Nomor 33 Tahun 2022, Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Muna menyelenggarakan fungsi :

a penyelenggaraan perumusan, penetapan dan pelaksanaan
kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah:

b. penyelenggaraan koordinasi program operasional di
lingkungan Badan Pendapatan Daerah;

¢ penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang pendapatan daerah,

d penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan berbagai program
di bidang pendapatan daerah,

e penyelenggaraan evaluasl dan pembinaan terhadap UPTD dan
jabatan fungsional; dan

f. penyelenggaraan fungsi kedinasan Ilain vyang diberikan oleh
pimpinan sesual dengan peraturan perundang-undangan vyang

berlaku.
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Muna mempunyai kewenangan melakukan

koordinasi, evaluasi dan pembinaan pendapatan daerah,



Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diuraikan pada Peraturan Bupati Muna Nomor 33 Tahun 2022

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Muna, dan Keputusan Bupati Muna Nomor 145 Tahun 2022 tentang Tugas

Kelompok Sub Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Muna, maka susunan organisasi Bapenda

Kabupaten Muna terdiri dari :

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kepala Badan

Sekretariat

Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Bidang Pajak Daerah

Bidang PBB-P2 DAN BPHTB

Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan

Adapun Penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Muna, dapat diuraikan sebagai berikut :

1)

Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna mempunyai
tugas pokok merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, membina,
mengevaluasi dan melaporkan kebijakan daerah dibidang pendapatan
daerah meliputi perencanaan pengembangan pendapatan daerah,
pajak daerah, PBB-P2 dan BPHTB, serta pengelolaan data dan
pelaporan bidang pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1),

Kepala Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah
meliputi perencanaan pengembangan pendapatan daerah, pajak
daerah, PBB-P2 dan BPHTB, serta pengolaha data dan pelaporan
bidang pendapatan daerah;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan daerah melputi
perencanaan, pengembangan pendapatan daerah, pajak daerah
PBB-P2 dan BPHTB, serta pengolaha data dan pelaporan bidang

pendapatan daerah;



¢. Pengkoordinasian urusan di bidang pendapatan daerah melputi
perencanaan, pengembangan pendapatan daerah, pajak daerah
PBB-P2 dan BPHTB, serta pengolaha data dan pelaporan bidang
pendapatan daerah;

d. Pembinaan dan evaluasi di bidang pendapatan daerah melputi
perencanaan, pengembangan pendapatan daerah, pajak daerah
PBB-P2 dan BPHTB, serta pengolaha data dan pelaporan bidang
pendapatan daerah;

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yangberkeduduka di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas
memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan
mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan yang
meliputi perencanaan, administratif ketatausahaan dan arsip,
kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan keuangan
serta pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-
bidang, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris
menjalankan fungsi :

a. Penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum,
kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan,
serta koordinasi penyusunan program dan pelaporan.

b. Pengkoordinasian tugas Badan dan memberikan pelayanan
administrasi kepada bidang-bidang Ilain di lingkungan Badan
Pendapatan Daerah;

c. Penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah
tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian, aset di lingkungan
Badan Pendapatan Daerah;

d. Pengkoordinasian penyusunan produk hukum pada Badan

Pendapatan Daerah;
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e. Pengelolaan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan
program kerja dan dokumentasi di lingkungan Badan Pendapatan
Daerah;

f. Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian di bidang
Kesekretariatan;

Sekretariat BAPENDA Kabupaten Muna dalam menjalankan tugas
dan fungsinya dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
Jabatan Fungsional dan tugas masing-masing dijabarkan sebagai
berikut :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian mempunyai uraian tugas;

a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan
anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan rencana kebutuhan
dan usulan pengembangan pegawai

c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan
pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian, dan pensiun pegawai

d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan wurusan tata usaha,
kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai

e. Penyiapan bzhan dan pelaksanaan urusan tata usaha dan
kearsipan

f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan rumah tangga,
keamanan dan kebersihan

g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan kerjasama, hubungan
masyarakat dan protokol.

h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan
ketatalaksanaan

i. Pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan
perundang-undangan

j. Penyiapan bahan penyampaian laporan harta kekayanaan
penyelenggaran negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan
aparatur sipil negara (LHKASN)
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Pengkoordinasian bahan penyiapan reformasi birokrasi dan sistem
pengendalian internal pemerintah (SPIP)

Pelaksanaan koordinasi teknis dengan perangkat daerah lain

. Pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan

di lingkungan Badan Pendapatan Daerah

. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan laporan dan

pendokumentasian kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan dan

Evaluasi mempunyai uraian tugas ;

e.
f.

Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja,
program dan kegiatan;

Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
program dan pelaporan;

Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunana anggaran;
Menyiapkan bahan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta
laporan kegiatan;

Melaksanakan penyusunan LAKIP Bapenda;

Melaksanakan penyusunan LPPD Bapenda;

Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan kerja sama

3. Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub

Koordinator Keuangan dan Aset mempunyai uraian tugas :

Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan
anggaran;

Menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan akuntansi dan
veifikasi keuangan;

Menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan perbendaharaan,
pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan
penerbitan surat perintah membayar;

Menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan gaji pegawai;

Menyiapkan bahan dan pelaksanaan administrasi keuangan;
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f. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan pengelolaan
dokumen keuangan;

g. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan [aporan
keuangan;

h. Menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil
pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan
ganti rugi;

i. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan Rencana
Kebutuhan Barang dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit

j.  Menyiapkan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

k. Menyiapkan bahan admjinistrasi pengadaan, penyaluran,
penghapusan dan pemindah tangananbarang milik negara;

I. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan laporan dan
administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;

m. Menyusun laporan kinerja pertanggungjawaban sebagai bahan
penyusunan LKPJ Bupati

3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Bidang Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung Jjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris,
mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengelola,
mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan hasil kegiatan perencanaan dan pengembangan
pendapatan daerah serta pembinaan dan pengawasan tenaga
fungsional. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan dan
Pengembangan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan
pendapatan daerah;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan
pendapatan daerah
¢. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan

pengembangan pendapatan daerah;
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d.

Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan
daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan
oleh pemerintah;

Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di
bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pemdapatan
daerah;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional;

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Kabupaten

Muna dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 2

(dua) Sub Bidang dan 1 (satu) jabatan Fungsional, dan tugas masing-

masing dijabarkan sebagai berikut :

a. Sub Bidang Pengembangan Layanan

Sub Bidang Pengembangan Layanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan yang

mempunyai tugas :

a.
b.

C.

Menyusun kebijakan teknis dibidang pengembangan layanan;
Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembagan layanan;
Memroses permohonan layanan pajak daerah;

Melaksanakan pengendalianterhadap proses pelayanan pajak;
Melaksanakan pelayanan dan pemrosesan permohonan
keberatan, pembetulan, pembatalan, penghapusan sanksi,
pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan,
dan pembebasan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
Melaksanakan pelayanan dan pemrosesan  keberatan,
pembetulan, pembatalan, penghapusan sanksi, pengembalian
kelebihan pembayaran, angsuran, penundaan pembayaran,
pengurangan, keringanan, dan pembebasan PBB-P2 dan BPHTB;
Melaksanakan administrasi dan pemrosesan permohonan

penghapusan piutang non Pajak Bumi dan Bangunan;
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Melaksanakan penerbitan dan penyampaian surat teguran kepada
wajib pajak;

Mengadakan pelayanan dan analisis benda berharga;

Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan
kebijakan di bidang pengembangan layanan;

Memberikan bimbingan teknis supervisi di bidang pengembangan
layanan;

Memantau, mengevaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan

kebijakan di bidang pengembangan layanan;

. Sub Bidang Regulasi dan Kerja Sama.

Sub Bidang Regulasi dan Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang mempunyai tugas :

a.
b.

C.

Menyusun kebijakan teknis di bidang regulasi dan kerjasama;
Melaksanakan kebijakan teknis di bidang regulasi dan kerjasama ;
Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan
kebijakan bidang pengelolaan pajak darrah dan retribusi darah
dan kerjasama;

Menyusun produk hukum pengelolaan pajak daerah;
Melaksanakan penyusunan produk hukum retribusi daerah
dengan instansi terkait;

Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengolahan
pajak daerah;

Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan teknis aparatur di bidang
pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;

Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan
kebijakan pendapatan daerah;

Melaksanakan konsultasi dan pendampingan Wajib Pajak dan
Retibusi;

Melaksanakan penyuluhan pajak daerah dan penyebarluasan
informasi pajak daerah;

Melaksanakan pengawasan terhadap penerimaan daerah;
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|. Melaksanakan pengawasan dan monitoring pengelolaa teknis
administrasi dan operasional;

m. Melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan
pelayanan UPTE;

n. Memantau, mengevaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan
kebijakan di bidang regulasi dan kerjasama.

¢. Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan

Pendapatan Daerah

Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan

Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

a. Menyusun kebijakan teknis di bidang perencanaan
pendapatan daerah.

b. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan
pendapatan daerah

. Menyusun target dan proyeksi pendapatan daerah;

d. Menyusun norma. Standar, prosedur, dan kriteria
pelaksanaan kebijakan  di bidang perencanaan
pendapatan daerah;

4) Bidang Pajak Daerah

Bidang Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
melalui Sekretaris, mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan
pengelolaan pemungutan pajak, yang meliputi pajak hotel, pajak
restoran/rumah makan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral
bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan dan pajak air tanah
serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional;
Untuk melaksanakan tugas , Kepala Bidang mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendaftaran wajib pajak;
b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendataan dan

pengadministrasian objek dan subjek pajak daerah;
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c. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan penagihan
pajak daerah;

d. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan perhitungan
dan penerbitan dokumen-dokumen ketetapan pajak daerah;

e. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;

f. Pelaksanaan intesifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang
pajak daerah;

h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional;

Bidang Pajak Daerah Bapenda Kabupaten Muna dalam menjalankan
tugas dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang dan 1 (satu) orang
Pejabat Fungsional dan tugas masing-masing dijabarkan sebagai berikut :

a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Sub Bidang pendataan dan pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bidang yang mempunyai tugas :

a. Menyusun prgram kerja sub bidang pendataan dan pendaftaran

b. Melaksanakan pendaftaran wajib pajak daerah dan waijib retribusi
daerah;

c. Mencatat dan mengelompokkan daftar wajib pajak daerah serta
wajib retribusi daerah berdasarkan jenisnya;

d. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hotel, pajak

restoran/rumah makan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral
bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, dan pajak air tanah;

e. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan wajib pajak yang lewat
jatuh tempo;

f. Melaksanakan inventarisasi daftar tunggakan per objek dan subjek
pajak non PBB dan BPHTB;

g. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada sub
bidang pendataan dan pendaftaran;

b. Sub Bidang Penetapan dan penagihan

Sub Bidang Penetapan dan Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bidang mempunyai tugas :
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a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sub
bidang penegapan dan penagihan;

b. Menyiapkan rencana kerja, program dan kegiatan sub bidang
penegapan dan penagihan;

c. Melaksanakan penerbitan, pembuatan register  dan
pendistribusian surat-surat atau dokumen-dokumen ketetapan
pajak daerah, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD), Surat Ketetapa Pajak Daerah Kurang Bayar
(SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB),
dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPDN), Surat Tagihan
Pajak Daerah (STPD);

d. Melaksanakan penagihan dan pemungutan pajak daerah dan
pendapatan daerah lainnya;

e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak
daerah dan pendapatan daerah lainnya;

f. Melaksanakan penetapan dan penerbitan NPWPD/NPWRD;

g. Melakukan pengadministrasian dan pendokumentasian surat-
surat penagihan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;

h. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub bidang
penetapan dan penagihan

Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Verifikasi dan

Perhitungan

Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Verifikasi dan

Perhitungan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
Verifikasi dan perhitungan;

b. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan Verifikasi dan
perhitungan;

¢. Mengadakan penelitian dan perhitungan pajak daerah;

d. Mengadakan pemeriksaan pajak daerah;
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e. Membuat nota dan mendokumentasikan perhitungan pajak
daerah;

f. Melaksanakan koordinasi dalam rangka Kklarifikasi terhadap
perubahan dan/atau ketidak sesuaian data terhadap objek dan
subjek pajak daerah dan retribusi daerah;

g. Melaksanakan administrasi dan pemrosesan mutasi objek dan
subjek pajak darerah dan retribusi daerah;

5) Bidang PBB-P2 dan BPHTB

Bidang PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan melalui Sekretaris, mempunyai tugas merumuskan kebijakan,
melaksanakan, mengelola data, menyiapkan target, evaluasi program
dan kegiatan di bidang pendataan/penilaian, penetapan dan
pengelolaan data, penerimaan, penagihan dan keberatan dan banding
serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. Untuk
melaksanakan tugas dimaksud kepala bidang PBB-P2 dan BPHTB
mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang PBB-P2 dan BPHTB,
b. Pengkoordinasian dan pelaksanakan kebijakan di bidang PBB-P2 dan BPHTB;
c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang

BPP-P2 dan BPHTB;

d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan

di bidang PBB-P2 dan BPHTE;

e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional;

Bidang PBB-P2 dan BPHTB Bapenda Kabupaten Muna dalam
menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang
dan 1 (satu) Pejabat Fungsional dan tugas masing-masing
dijabarkan sebagai berikut :

a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian

Sub Bidang Pendataan dan Penilaian dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bidang mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sub bidang

pendataan dan penilaian;
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Menyiapkan rencana kerj, programdan kegiatan sub bidang pendataan
dan penilaian;

Melaksanakan koordinas, pengumpulan dan pengolahan serta
pengelolaan data potensi dan pemutakhiran data PBB-P2:
Melaksanakan pendaftaran, pemetaan, pendataan, dan penilaian objek
wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2).

Melaksanakan pendataan potensi BPHTE;

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebiatan sub bidang

pendataan dan penialan;

- Sub Bidang Pendistribusian dan Penagihan

Sub Bidang Pendistribusian dan Penagihan dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bidang mempunyai tugas :

d.

Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Sub
Bidang Pendistribusian dan Penagihan

Mendistribusikan SPPT dan dokumen penagiha pajak lainnya;
Melaksanakan perhitungan dan penagihan atas tunggakan
PBB-P2;

Mengelola data setoran, monitoring penerimaan PBB-P2 dan
pencetakan Salinan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB-P2;
Menyiapkan dokumen kurang bayar BPHTB;

Melaksanakan administrasi dan pemrosesan penghapusan piutang
PBB-PZ;

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub

Bidang Pendistribusian dan Penagihan

Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Validasi dan

Penetapan

Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinater Validasi dan

Penetapan mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
Validasi dan Penetapan;

Melaksanakan pelayanan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB
kepada Wajib Pajak;
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c. Melaksanakan perekaman data penetapan PBB-P2 dan BPHTB;

d. Melaksanakan penelitian dan penetapan Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang (SPPTT) atau dokumen ketetapan lainnya;

e. Melaksanakan penelitian, penetapan dan pencetakan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD) atau dokumen ketetapan lainnya;

f. Melaksanakan penetapan dan penerbitan klasifikasi Zona Nilai
Tanah (ZNT), Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR), Daftar Biaya
Komponen Bangunan (DBKB) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
PBB-P2 berdasarkan klasifikasi data pasa di wilayah masing-
masing Kecamatan dan Keliurahan/Desa;

g. Melaksanakan penerbitan dan pendistribusian Daftar Himpunan
Ketetapan Pajak (DHKP);

h. Melaksanakan penelitian dan perhitungan BPHTE;

i. Melaksanakan validasi dan verifikasi objek BPHTB;

].  Menyiapkan dokumen penagihan sanksi administrasi kepada
Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Pembuat Akta Tanah
Sementara dan Pejabat lainnya;

k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegaiatan
validasi dan penetapan.

6) Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan

Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertangung jawab
kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, yang mempunyai tugas
merumuskan, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, mengevaluasi
dan melaporkan hasil kegiatan pengolahan data dan pelaporan serta
pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. Dalam melaksanakn
tugas Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan mempunyai fungsi
a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang

pengelolaan data dan pelaporan;

b. Perumusan kebijakan teknis pengolahan data PAD;
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c. Perumusan kebijakan teknis penghimpunan laporan pajak daerah
dan pendapatan daerah lainnya;

d. Perumusan kebijakan teknis dalam pembuatan laporan realisasi
penerimaan, realisasi tunggakan, piutang pajak daerah dan
pendapatan daerah lainnya;

e. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka pembukuan penerimaan
dan tunggakan PBB-P2 dan BPHTB;

f. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka penyusunan laporan
penerimaandan tunggakan PBB-P2 dan BPHTB;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang
pengelolaan data dan pelaporan;

h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional;

Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan Bapenda Kabupaten
Muna dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua)
Sub Bidang dan 1 (satu) Pejabat Fungsional dan tugas masing-masing
dijabarkan sebagai berikut :

a. Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah
Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sub
bidang pelaporan pendapatan daerah;

b. Menyiapkan rencana kerja, program, dan kegiatan sub bidang
pelaporan pendapatan daerah;

c. Menyusun laporan pendapatan daerah;

d. Menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;

e. Menghimpun laporan pajak daerah dan pendapatan daerah
lainnya;

f. Melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap semua transaksi
penerimaan PAD, pendapatan daerah lainnya dan pendapatan
daerah secara keseluruhan yang disetor ke Kas Daerah;

g. Membuat laporan realisasi pendapatan/penerimaan mingguan,

bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
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h. Membuat laporan realisasi tunggakan pajak dan retribusi daerah;

i. Membuat laporan penerimaan dan piutang pajak dan retribusi
daerah;

J. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub
bidang pelaporan pendapatan daerah;

b. Sub Bidang Pelaporan PBB-P2 dan BPHTB

Sub Bidang Pekaporan PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bidang mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sub
bidang pelaporan PBB-P2 dan BPHTB;

b. Menyiapkan rencana kerja, program, dan kegiatan sub bidang
pelaporan PBB-P2 dan BPHTE;

c. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan tunggakan PBB-P2
dan BPHTB;

d. Menyusun laporan realisasi penerimaan dan tunggakan PBB-P2
dan BPHTB;

e. Melakukan rekonsiliasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTBE;

f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub
Bidang Pelaporan PBB-P2 dan BPHTB;

c. Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koordinator
Pengelolaan Data dan Dokumentasi

Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koordinator

Pengelolaan Data dan Dokumentasi mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
pengolahan data dan dokumentasi;

b. Menyiapkan rencana kerja, program dan kegiatan pengolahan
data dan dokumentasi;

c. Melaksanakan pengelolaab dan penetapan data dalam Aplikasi
Perpajakan Daerah dan pemeliharaan Aplikasi;

d. Melaksanakan mencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah;

e. Mendokumentasikan Nota Perhitungan Pajak Daerah;
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f. Melaksanakan koordinasi baik secara intern Badan Pendapatan
Daerah sendiri maupun secara ekstern dengan Instansi-Instansi
pengelola PAD dalam menghimpun data sebagai bahan
penyusunanlaporan atas semua jenis penerimaan daerah dan
piutang daerah;

g. Melaksanakan pengolahan data mengenai PAD dalam rangka
evaluasi penerimaan PAD

h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
Pengolahan Data dan Dokumentasi;

7) Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian Tugas Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.
8) Unit Pelaksana Teknis Badan
Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang

tertentu.

2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna yang
telah diuraikan sebelumnya dapat digambarkan dalam Bagan Struktur Organisasi
sebagai berikut :
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STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUNA
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2.2
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Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam
melaksanakan pembangunan diperlukan aparatur Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika.
Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi ASN vyang didalamnya
terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan
oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya.

Mewujudkan profesionalisme dikalangan ASN memerlukan proses yang
panjang diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan ASN yang
mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga
didalamnya pola pembinaan karier ASN, hal tersebut akan dapat dicapai secara
efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi yang rasional serta
disusun untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan.

Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna

tercatat sampai dengan bulan November 2022 berjumlah 35 orang Pegawai

Negeri Sipil sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai BAPENDA Kabupaten Muna

Berdasarkan Jabatan
NO| ESELON |FORMASI| TERIS | KURANG [0S mns
1 I)/a 1 1 = : -
2 /a 1 1 = - -
3 /b 4 4 » 1 3
5 | Fungsional 6 5 1 3 3
JUMLAH 21 18 3 3 10
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Tabel 2.2
Jumlah Pegawai BAPENDA Kabupaten Muna
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

JENIS KELAMIN
NO PANGKAT/GOLONGAN JUMLAH
LK PR
1 | Pembina Utama Muda,IV/c 1 1
2 | Pembina,lV/a 3 1 2
3 | Penata Tk, lli/d 11 5 6
4 | Penata,lll/c 3 1 2
5 | Penata Muda Tk.|, lli/b [ 3 3
6 | Penata Muda Tk.l, lll/a 4 2 2
7 | Pengatur Tk.l, Il/d 4 3 1
8 | Pengatur, Il/c 1 1
10 | Pengatur Muda Tk.l, I1/b 2 2
11 | Tenaga Non ASN 47 25 22
JUMLAH 82 41 41

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang ada pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Muna dengan jumlah 35 orang, 21 orang diantaranya
menduduki jabatan eselon, maka jumlah staf non eselon 14 orang, dianggap
kurang memadai terutama terkait adanya pelimpahan wewenang dari pusat ke
daerah yaitu pengalihan pengelolaan PBB-P2 dan menjadi pajak daerah dan
Pengalihan 6 jenis pajak lainnya, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Muna mengangkat Tenaga Non ASN untuk membantu tugas-tugas Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Muna.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Kabupaten Muna Berdasarkan Tingkat Pendidikan

JENIS KELAMIN
NO PANGKAT/GOLONGAN JUMLAH

LK PR

1 | Strata 2(S.2) 6 3 3
2 | Strata 1(5.1) 17 8 9
2 | Diploma Il 2 2
3 | SMA 10 6 4
JUMLAH 35 17 18
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Peralatan dan Perlengkapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna
Berdasarkan data inventaris aset pada Bendahara Barang, Nilai Aset sarana dan
Prasaranan pada Badan Pendapatan Daerah per 30 Juni 2022 sebesar
Rp. 2.163.711.808,- seperti tergambar dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Aset Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Muna
i 2
Station Wagon 107.965.000
Station Wagon 167.346.000
Sepeda Motor 4.825.000
Sepeda Motor 5.468.000
Sepeda Motor 5.468.000
Sepeda Motor 6.845.000
Sepeda Motor 15.150.000
Sepeda Motor 19.480.000
Sepeda Motor 12.790.000
Sepeda Motor 12.790.000
Sepeda Motor 7.275.000
Sepeda Motor ; 15.000.000
Sepeda Motor 18.000.000
Sepeda Motor 17.775.000
Sepeda Motor 19.280.000
Sepeda Motor 25.850.000
Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 1.750.000
Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 2.000.000




Filing Besi/Metal 3.675.000
Filling Besi/Metal 3.675.000
Filling Besi/Metal 2.750.000
Filling Besi/Metal 4.000.000
Filing Besi/Metal 4.000.000
Filing Besi/Metal 4.000.000
Meja Reseption 4.000.000
Meja Reseption 4.000.000
Kursi Rapat 500.000
Kursi Rapat 500.000
Kursi Rapat $00.000
Kursi Rapat 500.000
Kursi Rapat 500.000
Kursi Rapat 500.000
Kursi Rapat 500.000
Kursi Rapat 500.000
Kursi Rapat 500.000
Kursi Rapat 500.000
Kursi Rapat 500.000
Kursi Tamu 5.500.000
Kursi Tamu 5.500.000
Kursi Tamu 4.500.000
Kursi Tamu 4.500.000
Meja Komputer 2.000.000
Meja Komputer 2.000.000
Meja Komputer 2.000.000
Meja Komputer 1.350.000
Meja Komputer 1.350.000
Meja Komputer 1.350.000
Meja Biro 3.000.000
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Meja Biro 3.000.000
Meja % Biro 2.000.000
Meja % Biro 2.000.000
Kursi Kerja 2.250.000
Kursi Kerja 1.000.000
Kursi Teras 1.000.000
Kursi Teras 1.000.000
Kursi Teras 1.000.000
Kursi Teras 1.000.000
AC Unit 8.000.000
AC Unit 8.000.000
AC Split 50.000.000
AC Split 4.282.143
AC Split 4.282.143
Kipas Angin 1.000.000
Exhause Fan 2.000.000
Exhause Fan 2.000.000
Televisi 6.000.000
Alat Hiasan 19.987.000
Alat Hiasan 19.987.000
P.C Unit Komputer PC 10.500.000
P.C Unit Komputer PC 10.500.000
P.C Unit Komputer PC 10.500.000
P.C Unit Komputer PC 7.000.000
P.C Unit Komputer PC 7.000.000
P.C Unit Komputer PC 7.000.000
Laptop 7.000.000
Laptop 7.000.000
Note Book 7.000.000
Ploter 106.500.000




Printer 1.000.000
Printer 3.000.000
Printer 9.350.000
Printer 120.000.000
Printer 2.000.000
Printer 2.000.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon Il 3.500.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 1.237.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 1.237.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 2.000.000
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 2.500.000
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 2.500.000
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 2.500.000
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 2.500.000
Lemarni Arsip untuk arsip Dinamis 2.500.000
Lemarni Arsip untuk arsip Dinamis 2.500.000
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 2.985.000
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 2.985.000
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 2.985.000
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 2,985.000
Facsimile 2.500.000
Screen Pembatas 5.000.000
Mesin Absensi 4.675.000
Mesin Absensi 4.675.000
Terali Pengaman Jendela 2.200.000
Terali Pengaman Jendela 2.200.000
Terali Pengaman Jendela 2.200.000
Terali Pengaman Jendela 2.200.000
Terali Pengaman Jendela 2.200.000
Terali Pengaman Jendela 2.200.000
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Terali Pengaman Jendela 2.200.000
Terali Pengaman Jendela 2.200.000
Kursi Kerja 2.200.000
Kursi Kerja 2.200.000
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 3.496.666,67
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 3.496.666,67
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 3.496.666,67
Meja Reseptionis 4.788.170
Meja Ruang Lobi 1.305.865
Meja Ruang Lobi 1.305.865
Meja Ruang Lobi 1.305.865
Meja Ruang Lobi 1.305.865
Sofa 2,662.000
Sofa 2.662.000
Sofa 2.662.000
Sofa 2.662.000
Sofa 4.537.500
Sofa 4.537.500
Sofa 4.537.500
Sofa 4.537.500
AC 5.740.350
AC 5.740.350
AC 5.740.350
AC 5.740.350
AC 5.740.350
AC 5.740.350
AC 5.740.350
AC 5.740.350
AC 5.740.350
AC 5.740.350
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AC 5.740.350
Televisi 6.263.400
Televisi 6.263.400
Televisi 6.263.400
Televisi 6.263.400
Televisi 6.263.400
Televisi 6.263.400
Telgvisi 6.263.400
Televisi 6.263.400
Lemari Es 2.750.000
Lemari Es 16.500.000
Tempat Tidur Busa (Springbad) 19.250.000
Tempat Tidur Busa (Springbad) 5.659.500
Tempat Tidur Busa (Springbad) 5.659.500
Tempat Tidur Busa (Springbad) 5.659.500
Tempat Tidur Busa (Springbad) 5.659.500
Tempat Tidur Busa (Springbad) 5.659.500
Tempat Tidur Busa (Springbad) 5.659.500
Tempat Tidur Busa (Springbad) 5.659.500
Tempat Tidur Busa (Springbad) 5.659.500
Tempat Tidur Busa (Springbad) 5.659.500
Tempat Tidur Busa (Springbad) 5.659.500
Tempat Tidur Busa (Springbad) 5.659.500
Tempat Tidur Busa (Springbad) 5.659.500
Tempat Tidur Busa (Springbad) 5.659.500
Tempat Tidur Busa (Springbad) 5.659.500
Tempat Tidur Busa (Springbad) 5.659.500
Tempat Tidur Busa (Springbad) 5.659.500
Bufet Kayu 1.240.000
Bufet Kayu 1.240.000

33




Bufet Kayu 1.240.000
Bufet Kayu 1.240.000
Bufet Kayu 1.240.000
Bufet Kayu 1.240.000
Bufet Kayu 1.240.000
Bufet Kayu 1.240.000
Bufet Kayu 1.240.000
Bufet Kayu 1.240.000
Bufet Kayu 1.240.000
Bufet Kayu 1.240.000
Bufet Kayu 1.240.000
Bufet Kayu 1.240.000
Bufet Kayu 1.240.000
Bufet Kayu 1.240.000
Bufet Kayu 1.240.000
Bufet Kayu 1.240.000
Lampu Hias 1.089.000
Lampu Hias 1.089.000
Lampu Hias 1.089.000
Lampu Hias 1.089.000
Lampu Hias 1.089.000
Lampu Hias 1.089.000
Lampu Hias 1.089.000
Lampu Hias 1.089.000
Lampu Hias 1.089.000
Lampu Hias 1.089.000
Lampu Hias 1.089.000
Lampu Hias 1.089.000
Lampu Hias 1.089.000
Lampu Hias 1.089.000




Lampu Hias 1.089.000
Lampu Hias 1.089.000
Gordyn 74.700.000
Proyektor + Attachment 19.000.000
Loudspeker 3.850.000
Loudspeker 3.850.000
Mixer PVC 4.950.000
Equalizer 2,750.000
Orgen/Electrone 18.500.000
Tripot Speaker 770.000
Tripot Speaker 770.000
Mic Conference 2.750.000
Mic Conference 660.000
Mic Conference 660.000
Tripot Speaker 660.000
Mic Conference 836.000
Mic Conference 836.000
Mic Conference 836.000
Mic Conference 836.000
Mic Conference 836.000
Mic Conference 836.000
Mic Conference 836.000
Printer Laser Jel 2.500.000
[Scanner 13.970.000
Meja Komputer 3.960.000
Meja Kerja % Biro 2.970.000
Meja Kerja ¥ Biro 2.970.000
Lemari Arsip Besi 4.950.000
Lemari Arsip Besi 4.950.000
Lemari Arsip Besi 4.950.000
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Lemari Arsip Besi 4.950.000
Lemari Arsip Besi 4.950.000
Lemari Arsip Besi 4.950.000
Lemari Arsip Besi 4.950.000
Trali Besi Pengaman Jendela 49.900.000
Pengaman Gorden Mess Muna 74.700.000
P.C Unit / Komputer PC 7.991.500
P.C Unit / Komputer PC 7.991.500
Printer 4.000.000
Meja Kerja 3.950.000
Meja Kerja 3.950.000
Meja Kerja 3.950.000
Kursi Kerja 2.000.000
Kursi Kerja 2.000.000
Kursi Kerja 2.000.000
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549,800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapal 549.800
Kursi Rapat 549.800




Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549,800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapal 549.800
Kursi Rapat 548.800
Kursi Rapat 549.800
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Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Kursi Rapat 549.800
Warles 5.990.000
AC Split 7.990.000
Kipas Angin 1.000.000
Kipas Angin 1.000.000
Kipas Angin 1.000.000
Kipas Angin 1.000.000
Kipas Angin 1.000.000
Laptop 7.991.500
Laptop 7.991.500
Printer 3.980.000
Printer 3.980.000
Printer 1.000.000
Printer 1.000.000
P.C Unit / Komputer PC 6.900.000
AC Spiit 4.900.000
Laptop 7.950.000
Laptop 7.950.000
AC 4.900.000
P.C Unit / Komputer PC 6.950.000
Laptop 6.950.000
Laptop 6.950.000
Tangga Lipat 4.900.000
Antena Parabola 2.900.000
Televisi Led 9.900.000
Printer 2.950.000




2.3

Printer 2.950.000
Papan Reklame 30.000.000
Papan Reklame 30.000.000
Papan Reklame 30.000.000
Papan Reklame 30.000.000
Papan Reklame 6.888.500
Papan Reklame 6.888.500
Papan Reklame 6.888.500
Papan Reklame 6.888.500
Dispenser 750.000
AC Split 6.000.000
Printer 9.300.000
Kipas Angin 1.000.000
Mesin Perforasi 29.995.000
Kursi Direktur 7.450.000
P.C Unit/ Komputer PC 13.870.000
Note Book 8.125.000
Note Book 8.125.000
Note Book 8.125.000
Note Book 8.125.000

2.163.711.808

KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUNA
Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Muna selama 2 tahun terakhir sejak dibentuknya OPD ini sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 41 Tahun 2016 tentang
Kedududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Muna, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Muna Nomor 33 Tahun 2022 tentang Oganisasi dan Tata Kerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna, dapat digambarkan pada tabel di

bawah ini :
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Target dan Realisasi
Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2021-2022

s TARGET m::nusm % TARGET | Zﬂ:sauml %
PENDAPATAN DAERAH 65.850.000.000 | 8.145.462.401 | 12,37 | 60.625.000.000 | 11.100.343.220 | 18,31
HASIL PAJAK DAERAH
Pajak Hotel 500.000.000 | 96.648.200 | 19,33 | 500.000.000 | 64.537.000 | 12,91
Pajak Restoran/Rumah Makan 1.500.000.000 | 663.009.179 | 44,20 | 1.200.000.000 | 1.338.998.512 | 111,58
Pajak Reklame 500.000.000 | 281623500 | 56,32 | 500.000.000 | 279.185.800 | 55,84
Pajak Penerangan Jalan 3.500.000.000 | 3.705.750.369 | 105,88 | 3.600.000.000 | 3.767.443.808 | 104,65
Pajak Tambang Mineral Bukan Logam dan Bantuan 5.000.000.000 | 929.190.171 | 18,58 | 7.000.000.000 | 2.008.994.145 | 28,70
Pajak Air Tanah 50.000.000 11.666.000 | 23,33 | 50.000.000 8.947.000 | 17,89
Pajak Bumi Bangunan Perdesaan/Perkotaan 50.000.000.000 | 1.995.420.767 | 3,99 | 42.775.000.000  3.083.388.727 | 7,21
Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 4.800.000.000 | 462.154.215 | 9,63 | 5.000.000.000 | 548.848.228 | 10,98




2.3.1 lenis Pelayanan Pajak Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah
adalah:
1. Pajak Hotel
Pajak Restoran/Rumah Makan
Pajak Reklame
Pajak Tambang Galian Golongan C
PBB-P2
Pajak Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

NSy =W N

Pajak Penerangan lalan

Dalam hal mengoptimalkan dan menghindari adanya penyimpangan/

kebocoran dari Pajak dan Retribusi Daerah, dilakukan koordinasi dan mekanisme

pengawasan sebagai berikut : Untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan

daerah yang berasal dari pajak dilakukan sepenuhnya oleh Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Muna, sedangkan pengelolaan dan pemungutan untuk

retribusi daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Teknis penghasil terkait,

yang kemudian disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah melalui

Bendaharawan Khusus Penerima dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)

pada Pemegang Kas Daerah Kabupaten Muna atau bank yang ditunjuk.

Selanjutnya Dinas Tekhnis penghasil melaporkan hasil penerimaannya kepada

Bupati Muna melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna.

2.4  TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN

PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUNA

Tantangan dalam Pelayanan pada Era globalisasi dan keterbukaan

informasi, diharapkan pelayanan publik semakin efisien dan terukur baik dari

segi waktu dan pembiayaan. Disamping itu juga mendekatkan pelayanan

terhadap masyarakat didaerah-daerah strategis dan potensial, sehingga

masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk melakukan kewajibannya sebagai

wajib pajak daerah/retribusi daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna, dalam mengembangkan

pelayanan telah berusaha merumuskan dan menganalisa faktor-faktor penentu

keberhasilan (Faktor Kunci Keberhasilan) atau peluang dalam pelayanan masa

akan datang yang mencakup :
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1. Peningkatan kerjasama dengan aparatur pengawasan dan instansi -
instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;

2. Memanfaatkan  peraturan-peraturan yang berlaku  untuk
mengoptimalkan Sektor Penerimaan yang berasal dari Pemerintah
Pusat dan Dana Perimbangan serta Pajak dan Retribusi Daerah;

3. Memberikan kesempatan kepada pejabat dan staf Badan Pendapatan
Daerah untuk mengikuti program peningkatan pendidikan dan

pelatihan.

42



3.1

3.2

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Muna
Adapun berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Muna di bawah ini terdapat beberapa
permasalahan yang merupakan tantangan dalam upaya peningkatan
pelayanan maupun pengelolaan Pendapatan Daerah, yaitu sebagai berikut:
e Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan
kewajibannya (membayar pajak sesuai ketentuan);
e Belum tersedianya pelayanan pembayaran pajak keliling (mobile);
¢ Belum optimalnya sistem pengelolaan database pajak daerah yang ada;
= Masih terbatasnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya;
e Terbatasnya sarana dan prasarana vyang dimiliki dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai pengelola pendapatan daerah;
* Belum adanya Sistem dan Prosedur Pelayanan pemungutan Penerimaan

Daerah.

Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kabupaten
Muna dalam hal menyelenggarakan kepemerintahan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Muna yang tertuang dalam
dokumen RPJMD Kabupaten Muna adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Muna Yang Maju, Mandiri, Berdaya

Saing, Dan Sejahtera”

Dalam rumusan visi diatas terdapat beberapa kata kunci sebagai
pokok-pokok visi, yaitu “Maju, Mandiri,Berdaya Saing, dan Sejahtera.

Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini merupakan salah satu upaya

untuk mempertegas kembali perwujudan Kabupaten Muna yang telah memiliki
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aspek mendasar sebagal kabupaten yang maju. Tidak lepas dari memperkuatnya

nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai penekanan

harapan menjadi suatu ideal kabupaten di masa depan. Ada pun penjelasan dari

kata kunci visi diatas adalah :

1. Kabupaten Muna Yang Maju :
Maju mengandung makna bahwa masyarakat Muna yang berpengetahuan dan
sadar kebutuhan secara individual atau kelompok, serta mampu
menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan regionak, nasional dan
global, dengan tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Muna
yang beragam. Visi ini akan dicapai melalui peningkatan SDM.

2. Kabupaten Muna yang Mandiri :
Mengandung makna bahwa kondisi masyarakat Muna yang merdeka,
mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak, hidup sejajar dan sederajat
dengan masyarakat lainnya, dengan mengandalkan kemampuan dan
kekuatannya sendiri dalam mengembangkan potensinya. Situasi ini
menumbuhkan sikap percaya diri masyarakat dengan semangat yang kuat
dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses
pembangunan. Hal ini akan dicapai melalui pengembangan infrastruktur dan
kemauan ekonomi.

3. Kabupaten Muna Yang Berdaya Saing :
Mengandung makna bahwa masyarakat Muna memiliki keunggulan
komparatif dan keuanggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain
dalam segala aspek pembangunan. Berdaya saing tinggi ini tercermin dalam
inovasi pelayanan publik, iklim usaha dan investasi, profesionalisme Apartur,
peraturan-peraturan yang dihasilkan dan penegakan supremasi hukum.

4. Kabupaten Muna yang Sejahtera :
Mengandung makna masyarakat Muna terpenuhinya kebutuhan layanan
dasar dibidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat serta
terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohani dalam kerangka kehidupan
yang berkesinambungan secara lahir dan bathin. Melalui pelaksanaan visi ini
diharapkan akan terwujud derajat kehidupan masyarakat Muna yang mampu

memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat hayati, manuasiawi dan kebutuhan
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3.3

dasar untuk memilih berdasarkan aktualisasi potensi dan sumberdaya yang
tersedia.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan Misi yang menjadi arah dalam
pembangunan Muna 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
Mengembangkan inovasi pembangunan dan pelayanan publik;
Meningkatkan daya saing perekonomian daerah;

Meningkatkan Kapasitas dan Pemerataan Infrastruktur;

oo W e

Meningkatkan pembangunan sosial budaya;

Untuk melaksanakan visi dan misi kepala daerah terpilih tersebut
selanjutnya dituangkan dalam program-program Pembangunan Daerah
dimana, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna dalam  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPIMD) Kabupaten Muna Tahun 2021-2026
termasuk dalam Misi ke 2 (dua) vyaitu, Mengembangkan Inovasi
Pembangunan dan Pelayanan Publik.

Program perangkat daerah merupakan indikasi program dari masing-
masing Perangkat Daerah selama lima tahun ke depan. Program-program ini,
disusun dengan memperhatikan kebutuhan program  pembangunan
sebagaimana menjadi arahan di dalam visi dan misi pembangunan daerah yang
bersifat prioritas, maupun program-program pembangunan sebagai bagian dari
pemenuhan urusan pembangunan yang wajib dasar, non dasar, maupun urusan
pilihan dan penunjang urusan.

Program-program pembangunan daerah tesebut dijabarkan  dalam
pelaksanaan oleh masing-masing Perangkat Daerah, dimana Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Muna melaksanakan program kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Telaahan RPJMD Kabupaten Muna

Telaahan terhadap RPJMD Kabupaten Muna Tahun  2021-2026

bertujuan untuk mengemukakan apa saja yang menjadi faktor penghambat

dan faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil
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3.4

3.5

penalaahan RPJMD Kabupaten Muna Tahun 2021-2026, maka Badan Pendapatan
Pendapatan Daerah Kabupaten Muna merumuskan Misi “Revitalisasi
Pemerintahan Daerah Dalam Program Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
dan Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB”

Berdasarkan misi tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Muna dapat memperhatikan beberapa hal yang bisa menjadi
strategi dalam pelaksanaan pelayanan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu
sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah

2. Meningkatkan Potensi PAD melalui penyusunan Produk Hukum Daerah
3. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah

4. Pengelolaan Pelayanan Pajak Daerah Berbasis IT

5. Meningkatkan Kompetensi ASN melalui pendidikan dan Pelatihan

6. Memberikan tambahan penghasilan pegawai

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

Jika ditinjau melalui rencana tata ruang wilayah, kebijakan dan strategi
penataan ruang wilayah kabupaten diantaranya adalah pengembangan system
jaringan prasarana wilayah. Dari isu strategis tersebut sasaran yang diharapkan
salah satunya adalah meningkatnya pelayanan perpajakan yaitu dengan rencana
pengembangan system aplikasi pelayanan pajak daerah dan pembangunan
system informasi manajemen pajak dan retribusi daerah secara online. Sehingga
dengan tersedianya data elektronik tersebut melalui system jaringan
diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah
yang baik di era globalisasi.

Penenentuan Isu-lsu Strategis

. Analisis SWOT (Strengt, Weaknesses, Opportunities, Thears)

1.1. Faktor Lingkungan Internal
a. Kekuatan (Strength)
1) Adanya Sistem Komputerasisasi Sismiop;
2) Pimpinan yang visible

3) Tersedianya anggaran /dana, walaupun belum memadai
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4) Adanya Perda sebagai dasar hukum
5) Motivasi kerja pegawai baik
6) Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujutkan misi Bapenda

b. Kelemahan (Weakness)
1) Sistem pendataan belum efektif
2) Saranadan prasarana kerja terbatas/belum memadai
3) Kualitas pelayanan belum optimal
4) Koordinasi internal dan eksternal belum optimal
5) Lemahnya penegakan aturan
6) Responsbilitas dan responsivitas rendah

1.2. Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunity)
1) Adanya UU Nomor 28 tahun 2009
2) Dukungan Eksekutif dan Legislatif
3) Bertambahnya penduduk dengan berbagai mata pencaharian
5) Kondisi sosial aman dan konduktif
6) Bertambahnya jumlah perusahaan/pengusaha (Potensi PAD

meningkat)
7) Kemajuan teknologi dan pemanfaatan computer
8) Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat teknis;
9) Kesediaan Pihak Swasta dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
10) Bantuan dan insentif dari pemerintah
b. Ancaman (Threath)
1) Kondisi sosial politik tidak stabil
2) Resistensi masyarakat terhadap Perda Pajak dan Retribusi
Daerah (ekstensifikasi)
3) Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi rendah
2. Identifikasi Isu-lsu Strategis
2.1.Isu strategis kombinasi antara Strength dengan Opportunity (lsu
Strategi- SO)
a. Melakukan pendataan Potensi PAD secara efektif. Dengan adanya

faktor peluang yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah
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Kabupaten Muna berupa kebijakan pemerintah Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 yang berdimensi keuangan, pertumbuhan
ekonomi masyarakat positif dan pertambahan potensi PAD yang
terus meningkat seiring dengan perkembangan penduduk dengan
berbagai kegiatan ekonomi masyarakat yang didukung oleh faktor
kekuatan yang secara internal dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Muna, Adanya Sistim Komputerisasi Sismiop yang dapat
mengakses data secara akurat, Pimpinan yang visioner,
tersedianya anggaran walaupun belum yang memadai dan
motivasi kerja  pegawal yang baik, sangat menunjang untuk
melakukan strategi kegiatan pendapatan potensi PAD secara efektif
sehingga dapat tersedia data base Pajak dan Retribusi Daerah yang
akurat.

b. Membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaab PAD.
Dengan adanya faktor peluang yang tersedia berupa adanya
dukungan pihak eksekutif dan legislatif untuk intensifikasi dan
ekstensifikasi PAD, dan adanya kesediaan pihak swasta dan
masyarakat untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan PAD
dengan didukung dengan kekuatan internal Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Muna berupa Pimpinan yang visioner, adanya peraturan
daerah sebagai dasar hukum, komitmen pimpinan dan staf untuk
mewujudkan misi Bapenda Kabupaten Muna.

2.2. Isu Strategis kombinasi antara Strengh dengan Threath (Isu ST)

a. Mengintensifkan penyuluhan/sosialisasi berbagai peraturan
daerah tentang pajak dan retribusi daerah
Berbagai faktor ancaman yang dihadapi oleh Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Muna berupa resistensi (penolakan) terhadap
perda pajak dan retribusi dalam rangka ekstensifikasi,
rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan
retribusi daerah vyang bila tidak direspon secepatnya akan
mempengaruhi kinerja. Maka dengan kekuatan internal

berupa adanya anggaran, adanya Perda dan Perbup sebagai
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dasar hukum dan komitmen pimpinan dan staf dapat
dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan/
sosialisasi secara intensif berbagal peraturan daerah yang
menyangkut pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat
sehingga dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi

dalam memenuhi kewajiban sebagai Warga Negara yang baik.

b. Melakukan penegakan aturan (law enforcement)
Dengan berbagai ancaman faktor eksternal yang dihadapi antara
lain berupa kondisi politik yang tidak stabil dan rendahnya
kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah
dengan kekuatan internal seperti adanya Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati sebagai dasar hukum, komitmen pimpinan dan
staf untuk mewujudkan misi dapat dimanfaatkan untuk melakukan
penegakan aturan (law enforcement) yakni dengan memberikan
sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku baik terhadap
pegawai yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas,
maupun terhadap masyarakat yang dengan sengaja dan sering
melanggar aturan.
2.3. Isu Strategis dan kombinasi antara Weakness dan Opportunity (lsu
Strategis W-0)
a. Meningkatkan Penerimaan
Faktor kelemahan internal yang dimiliki oleh Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Muna seperti sistem pendataan belum efektif,
kualitas pelayanan belum optimal, kondisi ini harus direspon dan
diatasi /dibenahi dengan memanfaatkan peluang yang tersedia yakni
UU No 28 Tahun 2009, Dukungan Eksekutif dan legislatif, dan adanya
kesempatan mengikuti diklat, akan sangat memungkinkan untuk
dilakukan peningkatan kualitas SDM/aparat sehingga akan tersedia
SDM/aparat yang memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian
dalam melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan lebih
propesional, baik dibidang perencanaan, penyusunan program

intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan aplikasi sistem komputer
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Sismiop maupun dalam tugas-tugas pelayanan dibidang pendapatan
daerah yang disesuaikan dengan  perkembangan dan perubahan
lingkungan yang sangat cepat dan dapat merespon aspirasi
masyarakat pengguna jasa.

b. Mengoptimalkan Koordinasi
Faktor kelemahan internal yang dialami oleh Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Muna antara lain berupa pendataan yang tidak
efektif, rendahnya kualitas pelayanan dan koordinasi yang tidak
optimal yang mana dapat mengganggu kinerja, perlu dibenahi dan
dicari jalan pemecahannya dengan memanfaatkan peluang yang
ada berupa UU No 28 Tahun 2009, Dukungan Eksekutif dan
legislatif dan adanya kesempatan mengikuti diklat melalui suatu
Koordinasi yang lebih optimal sehingga lebih mendukung kinerja
dalam meningkatkan kinerja dalam pengelolaan PAD dan dapat
membangun koordinasi yang lebih optimal dengan instansi terkait
sehingga dapat mendukung tugas dan fungsi dalam meningkatkan PAD.

¢. Melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja
Faktor kelemahan internal yang dialami oleh Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Muna berupa sarana dan prasarana kerja yang
tidak memadai dan rendahnya kualitas pelayanan perlu direspon
segera guna meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan peluang
yang ada berupa UU No 28 Tahun 2009, dukungan eksekutif
dan legislatif akan sangat mendukung untuk melakukan
pengadaan sarana dan prasarana kerja dalam rangka
meningkatkan kinerja dalam pengelolaan PAD.

2.4. Isu Strategis Weakness dengan Threath (isu Strategi W-T)

Isu ini timbul sebagai adanya konfirmasi antara isu-isu kelemahan dengan

isu-isu ancaman, dimana organisasi harus secara definsi berusaha untuk

meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari deretan ancaman

yang dihadapi. Isu strategis ini mungkin agak menyulitkan, karena

organisasi akan berada dalam posisi yang sulit untuk mempertahankan

dirinya dari ancaman Adapun isu-isu strategis tersebut sebagai berikut;
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Isu Strategis Kombinasi/perpaduan antara kelompok isu strategis

kekuatan (Strenghth) dengan isu strategis kelompok peluang

(Opportunity), (isu strategis S-O), diperoleh dua isu strategis, yaitu;

1. Bagaimana melakukan pendataan secara efektif sehingga tersedia
data base pajak dan retribusi daerah yang akurat.

2. Bagaimana membangun kerjasama dengan pihak swasta/
masyarakat dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak dan
retribusi daerah.

Isu Strategis Hasil Kombinasi/perpaduan antara isu strategis kelompok

antara kekuatan (Strength) dengan isu strategis kelompok ancaman

(Threats) (isu Strategis 5-T), memunculkan isu strategis, yakni;

1. Bagaimana mengintensifkan sosialisasi/penyuluhan terhadap
masyarakat tentang Perda-Perda dan Perbup yang menyangkut
pajak dan retribusi daerah.

2. Bagaimana menegakkan aturan (law enforcement) bagi pegawai
maupun masyarakat yang melanggar aturan.

Isu Strategis hasil kombinasi/perpaduan antara kelompok isu strategis

kelemahan (Weaknes) dengan isu strategis kelompok isu strategis

peluang (Opportunity) (isu Strategis W-0), dapat diformulasikan tiga
isu strategis, yakni;

1. Bagaimana meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

2. Bagaimana mengoptimalkan koordinasi intern maupun dengan
instansi terkait (ekstern)

3. Bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana kerja.

Isu Strategis hasil kombinasi/perpaduan antara kelompok isu strategis

kelemahan (Weakness) dengan kelompok isu strategis ancaman

(Threats), (isu Stategis W-T), dirumuskan satu isu strategis yaitu

“Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna

meningkatkan kualitas pelayanan yang dapat merespon kebutuhan

mayarakat (Wajib Pajak dan Retribusi Daerah).

Diidentifikasi tersebut, masing-masing akan diuraikan sebagai berikut;

» Isu-1. Bagaimana melakukan pendataan potensi PAD secara efektif
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(S0) Isu ini dimunculkan karena selama ini data (data base)
tentang potensi PAD belum tersedia secara akurat, sementara
potensi PAD cenderung meningkat  seiring dengan
bertambahnya penduduk dengan berbagai mata pencaharian
(kegiatan  ekonomi) namun tidak diikuti dengan pendataan
terhadap potensi  PAD (subjek/objek) pajak/retribusi daerah
secara efektif karena masih banyak subjek dan objek pajak/retribusi
daerah yang belum terdata dengan baik.

Isu-2. Bagaimana membangun kerjasama dengan pihak swasta
dalam pengelolaan/pemungutan pajak/retribusi daerah
pengelolaan/pemungutan pajak/retribusi daerah Isu ini muncul
karena adanya kekuatan berupa komitmen Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Muna untuk meningkatkan PAD dan
berbagai acuan hukum {perda) yang memberikan
kewenangan untuk membangun kerjasama dengan pihak swasta
dalam pengelolaan atau pemungutan PAD.

Isu-3. Bagaimana mengintensifkan sosialisasi/penyuluhan tentang
ketentuan perundang-undangan tentang PAD kepada masyarakat
(ST). Isuini muncul karena masih rendahnya kesadaran masyarakat
dalam membayar pajak dan retribusi maupun penolakan terhadap
pemberlakuan perda-perda baru yang berhubungan dengan upaya
pemerintah dalam ekstensifikasi PAD.

Isu-4. Bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM/aparat

(WO). Tak dapat disangkal bahwa ketersediaan SDM yang memadai

baik kuantitas maupun kualitas akan dapat mendukung daya kerja

dari suatu  organisasi. Isu ini muncul karena  kondisi riil

menginformasikan bahwa secara kualitas dan kuantitas aparat

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna masih rendah bila

dibandingkan dengan volume/beban kerja yang begitu tinggi dan

kompleks, sehingga perlu diminimalisir kelemahan tersebut

dengan memanfaatkan peluang dukungan Pemerintah Kabupaten

Muna dan Legislatif serta adanya kesempatan mengikuti
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pendidikan formal dan non formal dan teknis dibidang pendapatan
daerah.

Isu-5. Bagaimana mengoptimalkan koordinasi interen dan dengan
instansi terkait. (WO). Isu ini muncul berkaitan adanya
kelemahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna dalam
melakukan koordinasi baik dalam internal kantor maupun dengan
instansi  terkait lainnya. Isu dapat dilakukan dengan adanya
kewenangan sebagai koordinator dibidang pendapatan daerah
untuk mengkoordinir instansi-instansi pengelola PAD yang sudah
ada maupun vyang baru terbentuk sehingga dapat tercipta
sinergitas dan kerjasama yang harmonis.

Isu-6. Bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana kerja (WO).
Kemajuan ilmu dan teknologi yang dapat membantu pekerjaan
menjadi lebih cepat efesien dan efektif seperti sistem
komputerisasi hendaknya dapat dimanfaatkan.

Isu-7. Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat (WT). Terlepas dari mandat Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Muna sebagai institusi pengelola PAD vyang salah
satu fungsinya yaitu memunggut pajak, namun tidak boleh
dilupakan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna
sebagai organisasi publik dimensi utamanya dalam menajemen
urusan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada

masyarakat (public service).

Hasil kombinasi kelompok isu strategis lingkungan internal (peluang

dan ancaman), telah dapat diperoleh 8 (Delapan) isu-isu strategis

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna dalam meningkatkan

kinerjanya sebagaimana diuraikan diatas dapat diurutkan sebagai

berikut;

Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna
melakukan pendataan secara efektif sehingga tersedia data base

pajak dan retribusi yang akurat.
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Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna
membangun kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat
pemilik hak ulayat dalam pengelolaan dan pemungutan PAD.
Bagaimana Badan Pendapatan Kabupaten Muna
mengintensifkan  sosialisasi/penyuluhan  terhadap masyarakat
tentang peraturan perundang-undangan (perda) yang menyangkut
pajak dan Retribusi Daerah.

Bagaimana Badan Pendapatan Kabupaten Muna menegakkan
aturan (law enforcement) bagi pegawai maupun masyarakat yang
melanggar aturan.

Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna
meningkatkan kualitas aparatnya.

Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna
mengoptimalkan kooordinasi intern maupun  dengan  instansi
terkait (ekstern)

Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna

meningkatkan sarana dan prasarana kerja.

. Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna

meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat (Wajib

Pajak dan Retribusi Daerah).

2.5. Analisis Faktor Penentu Keberhasilan

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, yang merupakan faktor-faktor

kunci keberhasilan yang dirasakan sangat perlu dilaksanakan agar Badan

Pendapatan Kabupaten Muna kedepan mampu meningkatkan efisiensi

dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya dibidang pendapatan daerah

antara lain sebagai berikut :

1.

Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat/Wajib Pajak secara
kontinue baik melalui Media massa, Diskusi tentang arti pentingannya
Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan roda Pemerintahan

dan Pembangunan Kabupaten Muna



. Mengoptimalkan potensi personil Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Muna yang ada, dalam rangka penyelesaian wajib pajak
yang belum taat pajak (penegakan sanksi hukum), dengan
memanfaatkan dukungan Bupati, DPRD dan Instansi-instansi penegak
hukum.

Memperbaiki sistim, prosedur dan tata kerja pemungutan PAD.

. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur pemungut
{fiscus) dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam
bentuk data base potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman
dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan
target penerimaan daerah, bisa melalui kajian/studi bekerjasama

dengan institusi/lembaga kajian

. Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah

dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau
wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur (melalui

rekruitmen dan pembinaan SDM) dengan Diklat.
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN
4.1. TUUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
Pada dasaranya tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan
menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran sebagai target atau
hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik,
terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran
harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan
dilakukan untuk mencapai tujuan. Untuk menjamin keselarasan antara tujuan dan
sasaran pembangunan daerah serta berdasarkan hasil evaluasi keselarasan tujuan dan
sasaran terhadap isu strategis daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap tujuan
dan sasaran serta indikator sasaran Renstra dengan rincian sebagaimana ditampilkan di
dalam tabel berikut :
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
INDIKATOR TARGET KINERJA TUJUAN [ SASARAN
MOl TOAR | SASARAN | muan/ HQAM%E-
1 2 3 4
SASARAN
1 2 3 q 5 6 7 a
1 | Menciptakan Meningkatnya | Persentase
keuangan Efektifitas realisasi PAD
daerah yang Pengelolaan berdasarkan
stabil untuk pajak dan potensi PAD
; 12,37
mendukung retribusi
pendanaan daerah dan
pembangunan | Pengelolaan
PBB-P2 dan
BPHTB
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BABV

STRATEGI DAN ARAH KEBUUAKAN

Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan permasalahan yang
penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta

berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan strategi untuk mencapai
tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 {lima) tahun selama periode Rencana Strategis
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 serta kebijakan ini
diarahkan kepada pilihan-pilihan strategis agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Muna
Tahun 2021-2026 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai
bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna mencapai tujuan dan sasaran Renstra
dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategis
juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga
segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat
dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas

birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna,
yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam

mengembangkan kelembagaan secara menyeiuruh.

Strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan

Pendapatan Kabupaten Muna sebagaimana ditampilkan dalam table dibawah ini :
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Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan

vis| Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Kuat Dalam Mendukung Pembangunan Daerah
Misi Revitalisasi Pemerintahan Daerah Dalam Program Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB
TUJUAN I SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Menciptakan keuangan 1. Meningkalnya efekfifitas 1.1 Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah 1.1, Peningkatan kwalitas pelayanan pajak daerah
Daerah yang stabil untuk Pengelotaan Pajak dan 1.2 Meningkatkan potensi PAD melalui penyusunan Produk | 1.1 Peningkatan persentase realisasi pendapatan darerah berdasarkan
Mendukung pendanaan Retribusi Daerah dan Hukum Daerah potensi pendapatan daerah
pembangunan Pengelolaan PBB-P2 1.3 Sosialisai Peraturan Daerah tentang Pajak dan 1.1 Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar
dan BPHTB ___ Refribusi Daerah pajak
1.4. Pengelolaan Pelayanan Pajak Daerah Berbasis [T 1.1 Pemenuhan kebutuhan pengelolaan pelayanan berbaisi IT
1.2  Penggunaan Aplikasi pendukung pelayanan pajak dan retribusi
daerah yang berbasis internet Bl [
1.5  Meningkatkan Kompetensi ASN melalui pendidikandan | 1.1. Mengikutsertakan ASN dalam pendidkan dan Pelatihan Teknis
pelatihan teknis sesual dengan bidang tugasnya
1.2 Pengembangan program dan penyelenggaraan pendidikan dan
Pelatihan / Bimtek / Workshop
16 Memberikan tambahan penghasilan pegawai 12 Melaksanakan penilaian berbasis kinerja
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dapat didefinisikan sebagai penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur
sesuai dengan misi daerah, sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program
yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dengan melibatkan
sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa. Penentuan rumusan program vyang dilakukan melalui
perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal
penting yang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat menunjang
terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga. Guna mendukung keberhasilan
pelaksanaan program-program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang
dalam visi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Muna Tahun
2021-2026, dan sebagai arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna,
maka berikut ini disusunlah Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

yang dijabarkan dalam tabel berikut ini :
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BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapalan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Tahun 2021-2026, maka Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Muna menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu
5 (Lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam
RPIMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu
bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan
mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKIIP
tahunan dan LKJIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Tabel VIl. 1

Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Muna
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BAB VIl

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021-2026
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Kabupaten
Muna Tahun 2021-2026 dan didasarkan pada hasil pengamatan dan telaahan dengan
melakukan analisis lingkungan (SWOT) serta hasil penyelarasan yang merupakan upaya strategi
dalam menghadapi situasi yang cepat berubah,

Pencapaian program dan kegiatan, serta indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Muna ditargetkan secara bertahap selama 5 (lima) tahun, dan evaluasi
dilakukan setiap periode tertentu (triwulanan, semester, tahunan) disesuaikan dengan
kebutuhan dari unit operasional tertentu. Hasil evaluasi dipakai sebagai dasar untuk
menentukan langkah-langkah berikutnya dalam upaya optimalisasi penerimaan pendapatan asli

daerah.

Demikianlah Rencana Strategis ini disusun sebagai arah dan pedoman dalam menyusun
pengembangan program yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran
sehingga setiap kegiatan dan program di setiap unit kegiatan dapat dipertanggungjawabkan

dalam pelaksanaannya.

Raha,
Kepala Badan Pendapatan Daderah
Kabupaten Muna,

Drs. EDI RIDWAN, M.Si.
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

Nip : 19641231 199902 1 001
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